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MOTTO

Discipline is the bridge between goals and accomplishment.

-John Rohn-

Work hard in silence, let success be your noise.

-Frank Ocean-

Many of life’s failures are people

who did not realize how close they were

to success when they gave up.

-Thomas Edison-
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh total
kelemahan sistem pengendalian intern, total ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, opini audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap kasus korupsi
di Indonesia untuk periode 2015-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder
yang berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia
dan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 20
Provinsi. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh
negatif terhadap kasus korupsi, total kelemahan sistem pengendalian intern, total
ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan opini audit tidak
berpengaruh terhadap kasus korupsi. Secara simultan variabel-variabel ini memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kasus korupsi.

Kata kunci: total kelemahan sistem pengendalian intern, total ketidakpatuhan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan, opini audit, tindak lanjut
hasil audit, kasus korupsi
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan sistem
otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah di Indonesia ini telah dilaksanakan
semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengenai Pokok-
Pokok Pemerintahan Di Daerah, selanjutnya disempurnakan menjadi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi kembali menjadi Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Penyerahan
kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjalankan serta mengelola
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah otonom yang berlandaskan
pada peraturan perundang-undangan disebut sebagai otonomi daerah. Pada awal masa
pembentukannya sistem pemerintahan otonomi daerah bertujuan supaya pelayanan
terhadap masyarakat berjalan secara efektif, efisien serta akuntabel sehingga good
corporate governance (GCG) yang baik dapat tercapai. Menurut Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) dan World Bank, good
governance merupakan bagian dari proses tata laksana yang sejalan dengan
demokrasi serta tersusun secara kuat dan bertanggung jawab sehingga dapat dijadikan
upaya dalam menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penerapan GCG

secara efektif diharapkan mampu mencegah pihak-pihak tertentu dalam melakukan



tindakan korupsi dan menjadi kontrol untuk kekuasaan karena umumnya tindakan
korupsi erat hubungannya dengan kekuasaan.

Penerapan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah
daerah untuk melakukan proses penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri,
namun keleluasaan yang diberikan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk
bertindak menyeleweng dari peraturan yang ada. Bentuk penyelewengan yang sering
terjadi adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi cenderung mengalami
peningkatan sejak diterapkannya otonomi daerah, hal ini disebabkan karena proses
penyelenggaran otonomi daerah pengawasanya tidak dilakukan secara maksimal oleh
pemerintah pusat.

Kasus korupsi yang terjadi selalu menjadi perbincangan hangat di tengah-
tengah masyarakat Indonesia. Dilansir dari laman kompas.com Corruption
Perception Index (CPI) untuk tahun 2019 menempatkan Indonesia diperingkat 85
dari 180 negara yang disurvei dengan peroleh skor 40/100. Skor CPI berkisar dari O
sampai 100 poin untuk skor O berarti negara tersebut kasus korupsinya tinggi dan
untuk skor 100 negara tersebut bersih dari korupsi. Skor yang diperoleh Indonesia
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yaitu meningkat sebesar 2 poin,
namun masih di bawah rata-rata skor yang diperoleh negara-negara ASEAN sebesar
46 (Mashabi, 2020). Berdasarkan laman tirto.id Indonesia Corruption Watch (ICW)
mencatat bahwa kasus korupsi yang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Kejaksaan dan Kepolisian sepanjang tahun 2019 ditemukan 271 kasus

korupsi dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian negara akibat korupsi



sebesar Rp 8,04 triliun (Abadi, 2020). Perolehan skor CPI yang masih rendah serta
banyaknya kasus korupsi yang terjadi memperlihatkan bahwa penanganan korupsi di
Indonesia belum optimal dilaksanakan oleh pemerintah. ICW dalam laman tempo.co
mengatakan bahwa sepanjang tahun 2019 tindak pidana korupsi banyak terjadi pada
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di pemerintah daerah, ada sekitar 263 kasus
yang terjadi, diikuti dengan perangkat desa sebanyak 188 kasus dan terakhir pihak
swasta (Arigi, 2020).

Korupsi merupakan salah satu jenis kecurangan atau fraud yang sulit untuk
dideteksi karena kasus korupsi selalu melibatkan banyak pihak. Kasus kecurangan
jenis korupsi dapat disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah fraud
diamond yang terdiri dari pressure, opportunity, resionalization, dan capacity. Teori
fraud diamond perlu dipahami oleh semua pihak karena teori ini merupakan salah
satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi korupsi. Teori fraud diamond
apabila diimplementasikan dengan baik dan tepat dapat menjadi pedoman dalam
meminimalisir kecurangan jenis korupsi. Penghilangan satu elemen dalam fraud
diamond dapat menjadi langkah tepat untuk menghindari kasus korupsi sehingga
dapat tercipta lingkungan yang sehat dan terbebas dari kasus korupsi. Kasus korupsi
yang tinggi menjadi pendorong semakin berkembangnya praktik akuntansi forensik
di Indonesia. Akuntansi forensik dapat mencegah dan membatasi cakupan
kecurangan atau fraud seperti korupsi, penggunaan akuntansi forensik adalah untuk
mendeteksi kasus-kasus korupsi yang terjadi. Akuntansi forensik diperlukan karena

terdapat potensi fraud yang dapat menghancurkan keberlangsungan pemerintahan



suatu negara dan seluruh sektor kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi, sosial dan
politik.

Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu
upaya yang dilakukan pemerintah dalam memerangi korupsi di Indonesia, tugas dan
tanggung jawab BPK adalah memeriksa proses penyelenggaraan dan tanggung jawab
penggunaan dana negara supaya tidak disalahgunakan. Melalui BPK, seorang auditor
eksternal pemerintah memiliki peran penting dalam mendeteksi kecurangan seperti
kasus korupsi. Selain itu, peran tersebut auditor BPK juga berperan dalam membantu
penyidik untuk melakukan audit forensik. Auditor atau pemeriksa BPK dapat
melakukan proses investigatif apabila diduga ada indikasi tindak pidana seperti tindak
pidana korupsi yang terjadi dalam proses penyelenggaraan dan tanggung jawab
penggunaan dana negara dan apabila menemukan unsur pidana BPK dapat
melaporkannya kepada institusi pemerintah yang bewenang. Institusi pemerintah
yang berwenang tersebut dapat menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai
patokan serta sarana untuk melakukan penyelidikan terkait kasus korupsi. Hasil
pemeriksaan BPK mencakup beberapa hal diantaranya adalah total temuan audit
mengenai kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, opini audit atas kewajaran laporan keuangan serta
tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh institusi terkait. Sistem pengendalian
intern adalah unsur penting dalam suatu institusi tidak terkecuali institusi pemerintah.
Total temuan audit atas kelemahan sistem pengandalain intern dapat menjadi alat

pendeteksi apabila terjadi kecurangan tidak pidana korupsi di lingkungan pemerintah



khususnya pemerintah daerah. Salah satu aspek pendorong meningkatnya korupsi di
Indonesia adalah sistem pengendalian intern pemerintah daerah yang lemah.
Pemerintah daerah yang sistem pengendalian internnya lemah akan membuka
kesempatan yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
untuk melakukan korupsi atas dana negara. Korupsi di Indonesia akan terus-menerus
mengalami peningkatan apabila sistem pengendalian intern pemerintah daerah masih
lemah, maka untuk melakukan tindakan pencegahan dan meminimalisir korupsi dapat
dilakukan dengan cara memperbaiki dan memperkuat sistem pengendalian intern.
Pemerintah daerah yang tidak patuh pada peraturan perundang-undangan
dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya kasus korupsi. Proses
penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terindikasi buruk dan tidak sesuai
peraturan yang berlaku apabila ditemukan adanya ketidakpatuhan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam laporan keuangan yang diperiksa. Total
ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pertanda
bahwa ada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin
banyak total temuan audit atas ketidakpatuhan yang diungkap oleh BPK
membuktikan bahwa terjadi pelanggaran pada peraturan perundang-undangan seperti
tindakan korupsi, penyalahgunaan dan pemborosan dana negara. Kecurangan seperti
korupsi dapat ditekan apabila tindakan pencegahanya dilakukan secara tepat seperti
pemeriksaan olen BPK terhadap laporan keuangan, sehingga dapat mengurangi
pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada peraturan perundang-

undangan.



Opini audit merupakan elemen penting dalam menilai efektivitas
pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tingkat
akuntabilitas suatu laporan keuangan yang disajikan dinilai baik apabila mendapat
opini audit yang wajar, sehingga diharapkan mampu mengurangi kasus korupsi yang
terjadi. Semakin baik opini audit yang diterima oleh pemerintah daerah dapat
menggambarkan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan dana negara di daerah
tersebut telah dilaksanakan dengan baik serta terbebas dari berbagai macam bentuk
kecurangan terutama korupsi. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang
dikeluarkan oleh BPK terkait hasil pemeriksaan atas laporan keuangan belum tentu
menjamin institusi tersebut terbebas dari tindak pidana korupsi. Pada tahun 2018
berdasarkan laman liputan6.com dilaporkan bahwa Gubernur Provinsi Jambi
ditangkap karena terjerat kasus korupsi pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018, fakta ini berbanding terbalik dengan opini
audit WTP yang diperoleh Provinsi Jambi pada tahun 2017 dan 2018 (Santoso, 2018).
Menurut Menteri Keuangan Indonesia yang termuat dalam laman CNBC Indonesia,
banyak pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dari BPK sebanding juga
dengan meningkatnya pejabat atau kepala daerah yang terjerat kasus korupsi
(Asmara, 2018).

Tindak lanjut hasil rekomendasi yang diberikan pemeriksa kepada
pemerintah daerah merupakan tahapan yang penting dan harus dilakukan oleh
pemerintah daerah setelah proses pemeriksaan. Hasil rekomendasi yang diberikan

oleh pemeriksa wajib dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik oleh



pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan dan
pengelolaan keuangan negara serta terhindar dari korupsi. Tindak lanjut berupa
pembetulan setelah proses pemeriksaan merupakan cara terbaik yang dapat dilakukan
oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan dana
negara dan kesalahan yang terjadi. Kualitas suatu daerah akan meningkat seiring
dengan banyaknya hasil rekomendasi pemeriksa yang ditindaklanjuti oleh pemerintah
daerah, selain hal tersebut tindaklanjut sesuai rekomendasi juga dapat menurunkan
kasus korupsi yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas dan terus meningkatnya kasus korupsi yang
terjadi di Indonesia karena lemahnya sistem pemerintahan dan regulasi hukum yang
berlaku, maka menimbulkan rasa ingin tahu peneliti untuk melakukan penelitian
terkait kasus korupsi di Indonesia yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Selain alasan tersebut, ditemukannya perbedaan hasil penelitian satu dengan
penelitian lain pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai total kelemahan
sistem pengendalian intern, total ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, opini audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap kasus korupsi di
Indonesia menjadi salah satu alasan dilakukannya penelitian ini. Data jumlah kasus
korupsi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Tahunan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga independen negara
yang memperoleh amanah dan kewenangan lengkap dalam hal menyelidiki, menyidik
dan menuntut perkara tindak pidana korupsi sehingga data dari KPK dapat

mencerminkan jumlah kasus korupsi yang sebenarnya terjadi di Indonesia, sehingga



peneliti mengambil judul “Pengaruh Total Kelemahan Sistem Pengendalian
Intern, Total Ketidakpatuhan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
Opini Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Kasus Korupsi di

Indonesia”

1.2. Rumusan Masalah

Banyaknya kasus korupsi dan terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia
yang belakangan ini ramai diperbincangkan publik. Pemerintah Daerah tidak
mencerminkan sikap bertanggung jawab terhadap amanat yang diberikan untuk
mengelola dana negara serta menimbulkan banyak kasus korupsi. Berdasarkan situasi
yang terjadi, maka peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan
serta menurunkan korupsi di Indonesia khususnya dari aspek total kelemahan sistem
pengendalian intern, total ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, opini audit dan tindak lanjut hasil audit. Pertanyaan penelitian yang
diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah apakah total kelemahan sistem
pengandalian intern, total ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, opini audit dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap kasus

korupsi di Indonesia ?



1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh
total kelemahan sistem pengendalian intern, total ketidakpatuhan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, opini audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap

kasus korupsi di Indonesia.

1.4, Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:
1.  Manfaat teoritis
Penelitian ini  diharapkan mampu memberi kontibusi  bagi
perkembangan penelitian di bidang akuntansi khususnya penelitian
terhadap pengauditan di lingkungan pemerintah.
2. Manfaat praktis
a.  Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat
memberi  referensi serta sumbangan pemikiran ketika
menjalankan amanat yang diberikan untuk mengelola keuangan
negara sehingga dapat meminimalisir tindak pidana korupsi.
b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu
menjadi motivasi bagi masyarakat untuk selalu bersikap kritis
terhadap proses penyelenggaraan serta pengelolaan dana negara

oleh pemerintah daerah supaya penggunaanya tepat sasaran.
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Bagi negara, penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada
pemerintah untuk menciptakan Good Corporate Governance
(GCG) yang baik, sehingga mampu menurunkan penyimpangan
terkait penyalahgunaan dana negara yang terjadi di instansi

pemerintah serta menghilangkan budaya korupsi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun

sebagai berikut:

BAB |

BAB II

: PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan
masalah - yang melandasi penelitian ini, tujuan serta manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mendeskripsikan landasan teori serta kerangka konseptual
yang menjadi dasar dalam penelitian ini, hubungan antar variabel,
penelitian terdahulu yang ada kaitanya dengan total kelemahan
sistem pengendalian intern, total ketidakpatuhan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, opini audit, tindak lanjut hasil audit
dan kasus korupsi di Indonesia serta pengembangan hipotesis

penelitian



BAB Il

BAB IV

BAB V

11

: METODA PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang obyek penelitian, populasi penelitian,
sampel dan metode pengambilan sampel, jenis dan teknik
pengumpulan data, variabel penelitian, operasionalisasi variabel,
model penelitian, teknik pengujian data yang digunakan dalam
penelitian ini serta rencana pembahasan.

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengulas analisis data yang digunakan pada penelitian
ini dengan menggunakan regresi, serta menjawab permasalahan
penelitian berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang
relevan.

- PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang

diperoleh, implikasi, keterbatasan penelitian serta saran dari peneliti.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh total kelemahan sistem
pengendalian intern, total ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, opini audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap kasus korupsi pada
pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Data sampel pengamatan sebanyak 80
pengamatan pemerintah daerah provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018.
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpukan sebagai berikut:
1. Total kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh
terhadap kasus korupsi.
2. Total ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi.
3. Opini audit tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi.

4.  Tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap kasus korupsi.

5.2. Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit
berpengaruh terhadap kasus korupsi. Berdasarkan hal tersebut diharapkan pemeriksa
dapat meningkatkan pemantauan terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil audit yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi. Selain itu kasus korupsi yang terjadi di
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pemerintah daerah provinsi cukup tinggi, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat
mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan terkait proses
penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi sehingga dapat menurunkan kasus

korupsi.

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya
berfokus pada pemerintah daerah provinsi, belum terarah pada pemerintah daerah
kabupaten atau kota. Kedua, peran pemeriksa dalam mendeteksi adanya dugaan
korupsi di pemerintah daerah provinsi dalam penelitian ini hanya dilihat dari
pendeteksian temuan audit, pemberian opini audit serta peran pemeriksa dalam
memantau tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi
sementara masih ada faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang dapat digunakan
seperti kualitas audit. Ketiga, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terbatas
pada data atau tahun yang tersedia, karena ukuran sampel dalam penelitian ini

ketersediaan datanya sangat terbatas.
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5.4. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, maka saran
yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, total kelemahan
sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh terhadap kasus korupsi. Dalam
hal ini maka tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi adalah
perbaikan dengan cara memperkuat sistem pengendalian intern atas penyelenggaraan
pemerintahan sehingga sistem pengendalian intern dapat berjalan secara optimal dan
mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua, total ketidakpatuhan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memiliki pengaruh terhadap kasus
korupsi. Pemerintah daerah provinsi harus memperhatikan prosedur atau tata cara
proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga kesalahan administrasi terkait
ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir
serta mewaspadai segala tindakan ketidakpatuhan supaya tidak terjadi tindak pidana
korupsi yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Ketiga opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap kasus korupsi. Langkah
yang dapat dilakukan adalah memperbaiki sistem pengendalian dan pengawasan
lembaga pemeriksa sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan
standar tanpa adanya unsur tindak kecurangan yang menjurus pada tindak pidana
korupsi dalam proses pemeriksaan ketika memperoleh opini audit. Dengan tindakan
tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas lembaga negara. Kempat
tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap kasus korupsi. Hal ini

diharapkan dapat mendorong atau memotivasi pemeriksa untuk meningkatkan peran
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pemeriksa dalam proses pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit sehingga
dapat menurunkan kerugian negara dan mencegah tindak pidana korupsi di
lingkungan pemerintah daerah provinsi. Kelima penelitian selanjutnya diharapkan
menggunakan sampel seluruh provinsi atau merubah sampel penelitian menjadi
kabupaten atau kota di Indonesia serta menambah tahun pengamatan yang lebih
panjang sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan kondisi di Indonesia.
Menambahkan variabel lain di luar variabel penelitian ini seperti variabel bebas atau

varaibel kontrol yang memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi.
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Lampiran |

Data Variabel Kasus Korupsi (Jumlah kasus/ 10.000 penduduk)

No Pemerintah Daerah Provinsi Tahun CORRUPT
1 Aceh 2015 0.0120
2016 0.0073
2017 0.0081
2018 0.0099
2 Sumatera Barat 2015 0.0084
2016 0.0104
2017 0.0147
2018 0.0137
3 Riau 2015 0.0167
2016 0.0188
2017 0.0205
2018 0.0193
4 Kepulauan Riau 2015 0.0059
2016 0.0052
2017 0.0058
2018 0.0047
5 Jambi 2015 0.0128
2016 0.0088
2017 0.0138
2018 0.0124
6 Bengkulu 2015 0.0055
2016 0.0070
2017 0.0117
2018 0.0087
7 Kepulauan Bangka Belitung 2015 0.0058
2016 0.0020
2017 0.0028
2018 0.0049

Bersambung pada halaman selanjutnya.




Lampiran | (lanjutan)

Data Variabel Kasus Korupsi (Jumlah kasus/ 10.000 penduduk)

No Pemerintah Daerah Provinsi Tahun CORRUPT
8 Lampung 2015 0.0117
2016 0.0090
2017 0.0116
2018 0.0170
9 D.l Yogyakarta 2015 0.0086
2016 0.0058
2017 0.0040
2018 0.0073
10 Bali 2015 0.0069
2016 0.0061
2017 0.0064
2018 0.0055
11 Nusa Tenggara Barat 2015 0.0078
2016 0.0073
2017 0.0073
2018 0.0090
12 Nusa Tenggara Timur 2015 0.0103
2016 0.0070
2017 0.0117
2018 0.0178
13 Kalimantan Selatan 2015 0.0100
2016 0.0106
2017 0.0158
2018 0.0156
14 Kalimantan Timur 2015 0.0177
2016 0.0121
2017 0.0146
2018 0.0178

Bersambung pada halaman selanjutnya.




Lampiran | (lanjutan)

Data Variabel Kasus Korupsi (Jumlah kasus/ 10.000 penduduk)

No Pemerintah Daerah Provinsi Tahun CORRUPT
15 Sulawesi Utara 2015 0.0064
2016 0.0070
2017 0.0087
2018 0.0130
16 Sulawesi Tengah 2015 0.0049
2016 0.0035
2017 0.0057
2018 0.0056
17 Sulawesi Selatan 2015 0.0153
2016 0.0169
2017 0.0171
2018 0.0169
18 Gorontalo 2015 0.0021
2016 0.0022
2017 0.0018
2018 0.0052
19 Sulawesi Barat 2015 0.0009
2016 0.0024
2017 0.0017
2018 0.0033
20 Papua 2015 0.0067
2016 0.0083
2017 0.0118
2018 0.0100




Lampiran 11

Data Hasil Audit Pemerintah Daerah Provinsi 2015-2018

No | Pemerintah Daerah Provinsi | Tahun A(L)J<81§)I A%)Ezl; v A(L;(%;D I AL(J)I? EC
1 Aceh 2015 0.000326 | 0.000318 1 0.002096
2016 0.000428 | 0.000447 1 0.002389
2017 0.000294 | 0.000220 1 0.002131
2018 0.000139 | 0.000364 1 0.002263
2 Sumatera Barat 2015 0.000462 | 0.000480 1 0.002362
2016 0.000358 | 0.000450 1 0.002480
2017 0.000240 | 0.000403 1 0.002248
2018 0.000069 | 0.000283 1 0.002256
3 Riau 2015 0.000393 | 0.000423 1 0.002461
2016 0.000322 | 0.000397 1 0.002396
2017 0.000208 | 0.000340 1 0.002284
2018 0.000333 | 0.000337 1 0.002286
4 Kepulauan Riau 2015 0.000393 | 0.000406 1 0.002326
2016 0.000271 | 0.000289 1 0.002190
2017 0.000277 | 0.000361 1 0.002434
2018 0.000139 | 0.000318 1 0.002118
5 | Jambi 2015 0.000248 | 0.000433 1 0.002599
2016 0.000309 | 0.000451 1 0.002367
2017 0.000110 | 0.000399 1 0.002260
2018 0.000361 | 0.000391 1 0.002248
6 Bengkulu 2015 0.000179 | 0.000383 0 0.002390
2016 0.000179 | 0.000381 0 0.002411
2017 0.000264 | 0.000428 1 0.002342
2018 0.000110 | 0.000322 1 0.002249
7 Kepulauan Bangka Belitung 2015 0.000161 | 0.000445 0 0.002358
2016 0| 0.000347 0 0.002216
2017 0.000069 | 0.000220 1 0.002056
2018 0| 0.000300 1 0.002084

Bersambung pada halaman selanjutnya.




Lampiran Il (lanjutan)

Data Hasil Audit Pemerintah Daerah Provinsi 2015-2018

No | Pemerintah Daerah Provinsi | Tahun A(L)J<81§)I A%)Ezl; v A(L;(%;D I AL(J)I? EC
8 Lampung 2015 0.000397 | 0.000491 1 0.002469
2016 0.000347 | 0.000456 1 0.002589
2017 0.000289 | 0.000340 1 0.002257
2018 0.000179 | 0.000366 1 0.002276
9 D.l Yogyakarta 2015 0.000322 | 0.000314 1 0.002246
2016 0.000391 | 0.000304 1 0.002150
2017 0.000179 | 0.000326 1 0.002267
2018 0| 0.000322 1 0.002212
10 | Bali 2015 0.000414 | 0.000409 1 0.002436
2016 0.000347 | 0.000322 1 0.002242
2017 0.000248 | 0.000347 1 0.002227
2018 0.000264 | 0.000230 1 0.002072
11 | Nusa Tenggara Barat 2015 0.000330 | 0.000406 1 0.002220
2016 0.000161 | 0.000428 1 0.002207
2017 0.000110 | 0.000294 1 0.002236
2018 0.000300 | 0.000393 1 0.002276
12 | Nusa Tenggara Timur 2015 0.000309 | 0.000318 1 0.002262
2016 0.000139 | 0.000340 1 0.002212
2017 0.000256 | 0.000322 1 0.002061
2018 0.000256 | 0.000366 1 0.002157
13 | Kalimantan Selatan 2015 0| 0.000381 1 0.002375
2016 0| 0.000322 1 0.002333
2017 0.000069 | 0.000283 1 0.002324
2018 0.000294 | 0.000337 1 0.002347
14 | Kalimantan Timur 2015 0.000294 | 0.000294 1 0.002244
2016 0.000256 | 0.000378 1 0.002395
2017 0.000110 | 0.000240 1 0.002167
2018 0.000333 | 0.000356 1 0.002471

Bersambung pada halaman selanjutnya.




Lampiran Il (lanjutan)

Data Hasil Audit Pemerintah Daerah Provinsi 2015-2018

No | Pemerintah Daerah Provinsi | Tahun A(L)Ja;)l AtJ)EZl;U A(L;(%;D I AL(J)ZI;C
15 | Sulawesi Utara 2015 0.000283 | 0.000340 1 0.002267
2016 0.000333 | 0.000350 1 0.002418
2017 0.000256 | 0.000220 1 0.002127
2018 0.000271 | 0.000309 1 0.002174
16 | Sulawesi Tengah 2015 0.000314 | 0.000433 1 0.002330
2016 0.000264 | 0.000438 1 0.002357
2017 0.000300 | 0.000429 1 0.002319
2018 0.000240 | 0.000318 1 0.002185
17 | Sulawesi Selatan 2015 0.000208 | 0.000393 1 0.002301
2016 0.000248 | 0.000378 1 0.002401
2017 0.000277 | 0.000408 1 0.002217
2018 0.000343 | 0.000401 1 0.002528
18 | Gorontalo 2015 0.000069 | 0.000406 1 0.002209
2016 0.000161 | 0.000277 1 0.002053
2017 0.000230 | 0.000376 1 0.002245
2018 0.000271 | 0.000283 1 0.002151
19 | Sulawesi Barat 2015 0.000326 | 0.000356 1 0.002320
2016 0.000110 | 0.000208 1 0.002111
2017 0.000069 | 0.000340 1 0.002276
2018 0.000069 | 0.000340 1 0.002135
20 | Papua 2015 0.000378 | 0.000477 1 0.002540
2016 0.000230 | 0.000419 1 0.002567
2017 0.000350 | 0.000451 1 0.002595
2018 0.000333 | 0.000391 1 0.002247




Hasil Statistik Deskriptif

Lampiran 111

Hasil Output SPSS

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean S.td'.
Deviation

AUSPI 80 0 0,000462 | 0,00023961 | 0,000114266
AUPUU 80 0,000208 0,000491 | 0,00035953 | 0,000065461
AUOPI 80 0 1 0,95 0,219
AUREC 80 0,002053 0,002599 | 0,00228879 | 0,00013203
CORRUPT 80 0,0009 0,0205 0,009341 0,0049353
Valid N (listwise) 80
Keterangan
AUSPI = Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
AUPUU = Total Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-undangan
AUOPI = Opini Audit
AUREC = Tindak Lanjut Hasil Audit
CORRUPT = Kasus Korupsi




Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N 80
Mean 0
a,b
Normal Parameters*® = " Heviation 0,00460006
VIR Absolute 0,091
ost Extreme —

DT Posm\_/e 0,091
Negative -0,079

Test Statistic 0,091
Asymp. Sig. (2-tailed) ,096°

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients?

Collinearity Statistics

Model Tolerance VIF

i AUSPI 0,738 1,354
AUPUU 0,455 2,198
AUOPI 0,899 1,112
AUREC 0,476 2,102

a. Dependent Variable: CORRUPT




Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients?

Unstandardized

Standardized

Coefficients Coefficients t Sig.
Model B Std. Error Beta
il (Constant) 0,002 0,006 0,344 0,732
AUSPI 1,608 2,998 0,07 0,536 0,593
AUPUU 33 6,668 0,082 0,495 0,622
AUOPI 0,003 0,001 0,224 1,908 0,060
AUREC -0,076 3,233 -0,004 -0,024 0,981

a. Dependent Variable: ABRESID

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary®

Model R R Square Acggagz R ?;S.Eiiir%ra?; Durbin-Watson
1 ,362° 0,131 0,085 0,0047211 1,862
a. Predictors: (Constant), AUREC, AUOPI, AUSPI, AUPUU
b. Dependent Variable: CORRUPT
Hasil Regresi Berganda dan Uji-t
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients t Sig.
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 0,022 0,011 1,92 0,059
AUSPI 3,961 541 0,092 0,732 0,466
AUPUU 10,939 12,031 0,145 0,909 0,366
AUOPI 0,004 0,003 0,198 1,741 0,086
AUREC -13,010 5,833 -0,348 -2,230 0,029

a. Dependent Variable: CORRUPT




Hasil Uji F

ANOVA?
Model Sum of df Mean F Sig.
quares Square
1 Regression 0 4 0 2,832 ,030°
Residual 0,002 75 0
Total 0,002 79

a. Dependent Variable: CORRUPT

b. Predictors: (Constant), AUREC, AUOPI, AUSPI, AUPUU

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary®

Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 ,3622 0,131 0,085 0,0047211

a. Predictors: (Constant), AUREC, AUOPI, AUSPI, AUPUU

b. Dependent Variable: CORRUPT







